
 
BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
NOMOR 17 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  

NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  

DAERAH TAHUN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PANGANDARAN, 
 

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan 

ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas 
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan 

yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) sebagai satu kesatuan dalam Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2022 telah diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 

2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2021, namun 
sehubungan perlu adanya penyesuaian Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
Inventrasisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah, serta dengan telah diundangkannya Peraturan 
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah 
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dan 
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 

tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan 
Bupati sebagaimana tersebut diatas perlu diubah dan 

disesuaikan; 
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c. bahwa berdasarkan ketentuan bahwa berdasarkan 

ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan 
ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan RKPD dapat 

dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi 
pelaksanaannya dalam tahun berjalan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 

2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022. 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5363); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Program Premulihan Ekonomi Nasional 

Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid 19) dan/atau Menghapadi Ancaman yang 
Membahaayakan  Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6542); 
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 80); 
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2020-2024  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447);  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

581);  
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);  

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventrasisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah;  

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);  

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor  6 Tahun 
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 

Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 87; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 74); 
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);  

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38); 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 

2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 
Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangandaran Nomor 15); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 
Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 
Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Nomor 24); 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor  31, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 
Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah 
(RTRW)  Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 
2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 3); 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah  Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 
Nomor 4); 

29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang  
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);   

30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 
Nomor 53) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan 

Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 
35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Pangandaran Nomor Tahun 2021 Nomor 45); 

31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 
tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2021 Nomor 70). 

 



~

' SETOA ~ 

~ 
4'c; Jf; Syarif Hidayat, S.H.,M.Si 

PembinaN/a 
NIP. 19701002 199901 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 35 TAHUN 
2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
TAHUN 2022. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pangandaran 

Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 
Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2022  (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021 Nomor 45), diubah sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.  
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pangandaran. 

 
  Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 11 Maret 2022 

 
BUPATI PANGANDARAN, 

 
Ttd/cap 

 
 

H. JEJE WIRADINATA 

 
 

 
Diundangkan di Parigi 

pada tanggal  11 Maret 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
 

 
            Ttd/cap 

 
H. KUSDIANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
TAHUN 2022 NOMOR 17 
 


